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TAHUN 2012 NOOR 1 6  

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 

NOOR: TAHN 2012 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAIN/ATAU BANGUNAN ILIK PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten S imalungun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Mi l ik 

Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh 

Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada p ihak ketiga sepanjang menguntungkan 
daerah dan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah 
dan/atau Bangunan, perlu diatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah 

dan/atau Bangunan milik Pemerintah Daerah; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk Peraturan Bupati S imalungun tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah 
dan/atau Bangunan Mil ik Pemerintah Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 7 drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran · 
Negara Repub l ik Indones ia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2034); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Repub l ik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah d iubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo laan Lingkungan Hidup; 
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye lenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dar i Korups i,Ko lus i dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub l ik  Indonesia Nomor 
3815); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub l ik 
Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);  
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ja lan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4444); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 4725); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 .Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelo laan Barang Mil ik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lernbaran Negara Repub l ik  I ndones ia  Nomor 4609), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indones ia Nomor 38 Tahun 
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Mi l ik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repub l ik Indonesia Nomor 
4855); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repub lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor4734); 

15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pe laksanaan Pembangunan untuk  Kepentingan Umum sebagaimana te lah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor  65 Tahun 2006; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten S ima lungun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten S ima lungun Tahun 2008 Nomor 6 

Seri D Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten S imalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Dae rah Ka bu paten Simalungun .( Lembaran Dae rah 

Kabupaten S imalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisas i  dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten S imalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D 

Nomor 2); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan , dan Pemindahtanganan 
Barang Mil ik Negara; 

20. Peraturan Bupati S ima lungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang R inc ian Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja pada organisasi Sekretar iat Daerah Kabupaten S ima lungun, Staf Ahli Bupati 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simalungun (Berita Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 18); 

21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rinc ian Tugas, Fungsi d a n  

Tata Kerja pada Organisasi D i n a s - D i n a s  D a e r a h  Kabupaten S imalungun (Berita Daerah 

Kabupaten S i m a l u n g u n  N o m o r  1 0 7 ) ;  



Menetapkan 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSAMAAN SEWA TANAH 

DAN/ATAU BANGUNAN MILIK PEERINTAH DAERAH. 

BAB I 

KETEIW'TUAN UMUM 

Pasa! 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d e n g a n :  

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun. 
3. Bupati adalah Bupati Simalungun. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun. 

6. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 
Perangkat Daerah di l ingkungan Pemerintah Daerah. 

7. Pengelola barang mi l ik  daerah yang selanjutnya disebut pengelolaan barang 
adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya berwenang dan 

bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan 
pengelo laan Barang Mil ik Daerah. 

8. Bagian Pengelo laan Aset adalah Bidang pengelolaan aset pada Dinas Pendapatan 

Penge lo laan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun;  
9. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna barang adalah 

Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan Pengguna barang mi l ik daerah . 
10. Barang m i l i k  daerah ada lah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban 

APBD atau berasal dari pero lehan la innya yang sah 

11. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ada l ah  surat yang beris i  suatu perjanj ian dengan 

mana Pihak Pemerintah Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak 

sewa tanah dan/atau bangunan kepada p ihak Penyewa, selama jangka waktu 

tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak Penyewa disanggupi 
pembayarannya. 

12. N i lai Jual Objek Pajak yang se lanjutnya disingkat {NJOP) adalah harga rata-rata 
yang dipero leh dari transaksi jual  bel i  secara wajar, dan bi lamana tidak terdapat 

transaksi jual beli, NJOP ditentukan me lalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau ni la i  pero lehan baru, atau NJOP pengganti. 

BAB I i  

OBJEK DAN SUBJEK 

Pasal 2 
(1) Objek sewa tanah dan/atau bangunan meliputi : . 

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan o leh pengguna barang kepada 
Bupati; 

b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna 
barang. 

(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemanfaatan untuk :  
a. Sarana peribadatan murni yaitu sarana yang dipergunakan untuk Mesjid, Gereja, 

dan tempat: peribadatan agama la in  yang tidak bernaung dibawah pengelolaan 
yayasan; 

b. Sarana sosial sepert i Sekolah, Yayasan, Rumah Sakit, Koperasi, Perkantoran 
Pemerintah Non Pemerintah Daerah ;  

c. Rumah tempat tinggal; 
d. Usaha yang meliputi lokasi lndustri, Pertokoan, Bidang Jasa, Perkantoran swasta, 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha M i l ik  Daerah, Pompa Bensin, rumah 
tinggal yang dikontrakan dan Sarana Sosial yang dikontrakkan/dikerjasamakan 
dengan pihak la in.  

e. Penanaman util itas umum yang berada baik dipermukaan maupun di dalam tanah 
' terd ir i  dar i  

1. bak kontrol dan gardu l istrik/telepon; 
2. tiang listrik dan tiang te lepon ;  
3. tiang reklame/billboard dihitung berdasarkan meter; 
4. kabel telepon,kabel listrik, dan fiber optic dihitung berdasarkan meter; 
5, bangunan milik Pemerintah Daerah; 



(3) Pemanfaatan Objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 

pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perizinan. 

Pasal 3 

(1) Subjek perjanjian sewa menyewa adalah Pemerintah Daerah dengan pihak Penyewa. 
(2) Pihak Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  terdiri d a r i :  

a. Warga negara Indonesia; 
b. Instasi Pemerintah non Pemerintah Daerah atau badan hukum atau badan usaha 

lainnya yang didir ikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di 
Indonesia; 

34.3 IN 
JANGKA WAKTU DAN BIAYA SEWA 

Pasai 4 

(1) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan mil ik Pemerintah Daerah, paling lama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

(2) Jangka waktu sewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait yang mengacu pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) 

(3)  Jangka waktu sewa tanah dan/ateu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dalam pelaksanaannya harus diatur dan dituangkan dalam Surat Perjanjian sewa 

menyewa. 

· = Sewa Tanah 

= Luas Tanah LT 

Untuk Sewa Tanah Kosong 

St = 3,33% (Lt x Ni la i  Tanh) 

Keterangan : 
a. St 

Pasa l5  

(1) Pihak Penyewa yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa dikenakan biaya 

sewa. 

(2) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dimuka sesua i dengan 
jangka waktu penyewaan . 

(3) Biaya sewa sebagaimana dimaksud da lam Pasal 2 ayat (2), dan NJOP setempat 
dan/atau NJOP yang berlaku di sekitar objek tanah dan/atau bangunan.  

(4) NOP sebagaimana dimaksud pade ayat (3), adalah NOP yang berlaku 1 (satu) tahun 
sebelum ditetapkannya biaya sewa. 

(5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas daerah. 
(6) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus d i l akuk a n  pada 

saat penandatanganan surat perjanj ian sewa menyewa oleh para pihak. 

Pasal 6 

Besaran biaya sewa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), 

ditetapkan pertahun sebagai ber ikut :  

1. 

« 

Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah 
menggunakan NJOP (per M) 

2. Untuk Sewa Tanah dan Bangunan 
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,G4% Lb x Hs x Nsb) 

Hs 
Nsb 

Keterangan : 
a. Lb = Luas Lantai Bangunan (M? )  

= Harga satuan bangunan standar da lam keadaan baru (Rp/M?) 

= Ni la i  sisa bangunan (%) 

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun 

Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun 

Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun 

- Penyusutan maksima l  = 80%/tahun 

b. Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam 

meter persegi. 
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BAB IV 

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA 

Bagian Kesatu 

Tanah dan/atau bengunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepaa Bupati 

Pase! 7 

Pelaksanaan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang, setelah status penggunaannya 

ditetapkan oleh Bupati dan mendapatkan persetujuan Bupati. 

Pasal 8 

Tata cara pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud da lam Pasal 7, harus mengikuti 

ketentuan sebagaimana berikut : 

a. Pihak penyewa sebagaimana dimaksud da lam Pasal 3 ayat (2), yang hendak menyewa 

tanah dan/atau bangunan mi l i k  pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanjian 

sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanj ian sewa menyewa yang 

ditandatangani o leh Pengelola Brang atas nama Bupati  S imalungun dengan pihak 

penyewa; 

b. Untuk mengadakan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyewa 

harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati mela lu i  Sekretaris Daerah 

selaku Penge lo la Barang Up.Kepala Dinas Pendapatan Pengelo laan Keuangan dan 

Aset; 

c. Untuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan 

sebelum surat perjanj ian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir; 

d. Proses permohonan sewa sampa i  dengan penandatanganan surat perjanjian sewa 

menyewa, dise lesaikan dalam jangka 20 (duapuluh) hari kerja; 

Pasal 9 

Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mela lu i  ta ha pan sebagai berikut; 

a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati me la lu i  Sekretar is Daerah selaku 

Pengelola Barang Up. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

b. Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan lengkap akan 

ditindaklanjuti dengan survey lokasi, pembuatan gambar situasi,penetapan lokasi 

sesuai peruntukan ,  dan pembuatan surat rekomendasi ,  apabi la  lokas i  yang 

dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak; 

c. Bag ian pengelolaan Aset selanjutnya menyiapkan surat perjanj ian sewa menyewa 

dengan di lengkap i  Formul i r  Permohonan,  Dokumentasi Persyaratan, has i l  survey 

lokasi, gambar situasi dan surat rekomendasi untk ditandatangani o leh Penge lo la 

Barang atas nama Bupati dengan pihak Penyewa; 

d. Dalarn hal perrnohonan sewa tidak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan 

dilakukan dalam jangka waktu pal ing lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 

diterima; 

e. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat perjanjian sewa 

menyewa mas ih tidak mengajukan perpanjangan, maka pemegang surat perjanjian 

sewa menyewa d ianggap telah mengundurkan diri dan surat perjanj ian sewa 

menyewa tersebut t idak ber iaku lagi ,  s e l a n j u t n y a  p i h a k  penyewa w a j i b  m e n y e r a h k a n  
objek sewa kepada P e m e r i n t a h  D a e r a h ;  

Bagian Kedua 

Sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang 
Pasal 10 

Pe laksanaan sewa atas sebagian Tanah dan/atau B a n g u n a n  s e b a g a i m a n a  dimaksud d a l a m  
P a s a l  2  ayat (1) h u r u f  b, d i l a k u k a n  o l e h  P e n g g u n a  B a r a n g  s e t el a h  m e n d a p a t  persetujuan 
Penge lo la Barang, yang status p e n g g u n a a n n y a  d i t e t a p k a n  t e r l e b i h  dahu lu o leh Bupat i .  

Pasa l 21  

Tata cara pe laksanaan sewa h a r u s  m e n g i k u t i  k e t e n t u an berikut; 

a. Pihak penyewa sebagaimana d imaksud da lam Pasa l  3 ayat (2), yang hendak menyewa 
tanah dan/atau bangunan miik Pemerintah Daerah, harus mengadakan perjanj ian 

sewa menyewa yang dituangkan dalam surat perjanj ian sewa menyewa 
ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan pihak Penyewa . 
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b. Untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang Up. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

c. Untuk permohonan perpanjangan sewa, maka surat permohonan tertulis 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus diajukan oleh penyewa 3 (tiga) bulan 
sebelum surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan berakhir; 

d. Proses perjanjian sewa menyewa harus diselesaikan se lama 20 (duapuluh) hari kerja 

setelah permohonan tertulis disetujui Pengelola Ba rang. 

Pasa! 12 

Proses sebagaimana irnaksud dalam Pasal 11 huruf d, melalu i  tahapan sebagai berikut : 

a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati me la lui Sekretaris Daerah 
selaku Pengelola Barang Up. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

b. Formulir Permohonan dan Dokumentasi Persyaratan yang benar dan lengkap akan 
ditindaklanjuti dengan survey lokasi,pembuatan gambar situasi,penetapan lokasi 
sesuai peruntukan,dan pembuatan surat rekomendasi, apabila lokasi yang 

dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukannya maka permohonan ditolak; 
c. Dalam hal permohonan sewa t idak dapat dikabulkan, maka surat jawaban penolakan 

dilakukan dalam jangka pa l ing lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 
d iter ima; 

d. Apabila da lam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya surat Perjanjian sewa 
menyewa tanah dan/atau bangunan, penyewa tidak mengajukan perpanjangan, maka 
pemegang surat perjanjian sewa menyewa dianggap telah mengundurkan diri dan 

surat perjanjian sewa menyewa t idak ber laku lag i .  
Bagian Ketiga 

Syarat-Syarat Permohonan Sewa 
Pasal 13 

(1) Ketentuan sewa atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7, harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut : 

Untuk Pemohon yang mengajukan sewa baru dengan melampirkan : 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih 

berlaku; 
2. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum; 
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT), Surat Tanda Terima 

Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir; 
4. Foto copy pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan terakhir; 
5. Surat Tanda Kepemilikan Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta 

Notaris; 
6. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan sewa tanah dan/atau bangunan; 

(2) Untuk Pemohon yang mengajukan perpanjangan sewa harus melampirkan : 
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih 

ber laku; 
2. Foto copy Akta Pendirian untuk Badan Hukum; 
3. Surat Perjanjian sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan terakhir; 

4. Foto copy Surat Pember itahuan Pajak Terhutang (SPT), Surat Tanda Terima 
Setoran (STTS) Pajak Bumi d a n  B a n g u n a n  ( P B B )  terakhir; 

5. Surat Izin Mendirikan Bangunan ( 5S I M B )  dan/atau Surat Tanda Kepemilikan 

Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan/atau Akta Notaris; 

6. Foto copy Bukti pembayaran sewa T a n a h  dan/atau Bangunan terakh ir;  

7. Surat-surat lain yang ada kaitannya d e n g a n  sewa Tanah dan/atau Bangunan;  

(3) Untuk pemohon yang m e n g a j u k a n  B a l i k  N a m a  Sewa T a n a h  dan/atau B a n g u n a n;  
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih 

berlaku; • 
2. Foto copy: Akta Pendirian untuk Badan Hukum; 
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT), Surat Tanda Terima 

Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir; 
4. Surat lzin Mend irikan Banguan (5 1MB) dan/atau Surat Tanda Kepemi l ikan 

Bangunan dari Lurah, Camat setempat, dan atau Akta Notaris; 



5. Foto copy Akta Peralihan Hak yang dibuat dihadapan Notaris/Camat apabila 
terjadi mutatis mutandis atas bangunan dan/atrau perolehan hak atas tanah; 

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris; 
7. Foto copy Bukti pembayaran Sewa tanah dan/atau bangunan terakhir; 
8. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah dan atau bangunan. 

5A8¥ 
SI SURAT PERJANJUAN SEWA MENYEWA 

Pasal 14 

Surat Perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Peraturan ini harus memuat : 
a. Data tanah dan/atau bangunan mil ik Pemerintah Daerah yang disewakan; 
b. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak; 
c. Jumlah/besarnya biaya sewa yang harus dibayar oleh penyewa; 
d. Jangka waktu sewa menyewa; 
e. Sanksi; 
f. Ketentuan la in yang dipandang perlu terutama mengenai batasan-batasan 

penggunaan tanah dan/atau bangunan yang disewakan kepada pihak penyewa; 

g. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan 

tanah dan/atau bangunan milik pemerintah Daerah ditanggung oleh pihak 

penyewa. 

Pasal 15 

Surat Perjanjian sewa menyewa memuat larangan kepada pihak penyewa ;  
a. Mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada pihak la in tanpa sepengetahuan 

dan seizin Pengelola Barang; 
b. Mengontrakkan dan menjaminkan bangunan yang menjadi mi lik pihak penyewa 

yang berdir i  diatas Tanah Mi l ik  Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa 
sepengetahuan dan seiz in tertul is dar i  Pengelola Barang; 
Mengubah fungsi/peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan 
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tanpa sepengetahuan dan seizin 
Pengelola Barang; 

Mengubah dan/atau menambah barang milik Pemerintah Daerah tanpa 
sepengetahuan dan seizin Pengelo la Barang 
Mengontrakan dan menjaminkan objek sewa kepada p ihak lain .  

Pasal 16 

Sanksi dalam surat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf e memuat pengenaan sanksi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan 

keterlambatan dari biaya sewa terhutang, apab i la p ihak penyewa tidak membayar 

biaya sewa tepat waktu dan/atau kurang dari yang telah ditetapkan. 

BAB VI 

PEMBATALAN/PENCABUTAN SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA 

Pasal 17 

Surat Perjanjian sewa menyewa Tanah dan/atau Bangunan dapat dibatalkan/dicabut 

apabi la :  

a. Pihak penyewa melanggar isi surat perjanjian sewa menyewa; 

b. Pihak Pemerintah Daerah rnembutuhkan tanah dan/atau banguna untuk 
dipergunakan kepentingan Pembangunan dan/atau kepentingan umum; 

c. Pihak penyewa menghentikan atas kehendaknya sendiri atas sewa tanah 
dan/atau bangunan; 

d. Pihak penyewa mengalihkan hak sewa atas objek sewa kepada Pihak lain tanpa 
sepengetahuan dan seizin Pengelola Barang. 

Pasal 18 

(1) Pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah dan/atau Bangunan yang disewanya 

tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah dengan tidak mengajukan 

tuntutan/klaim apapun apabi la tanah dan/atau bangunan tersebut d iperlukan 
oleh pihak Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan dan/atau 

kepentingan umum; 
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Dalam hel  pihak Pemerintah Dearah memerlukan Tanah dan/atau Bangunan 
sebagaimana dimaksud peda ayat (1), pihak Pemerintah Daerah akan 

memberitahukan kepada pihak penyewa 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan 
dimulai; 
Pihak Penyewa · harus segera membongkar bangunan yang menjadi miliknya 
dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh penyewa, sehingga pada 
saat diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah dalam keadaan semula 
(kosong); 

(4) Bilamana pihak Penyewa sampai waktu yang telah ditentukan tidak 
melaksanakan ketentuan pada ayat (3), pihak Pemerintah Daerah akan 
memberikan Surat Peringatan pembongkaran 3 (tiga) ka l i  berturut-turut dalam 
jangka waktu 15 (lima be las)  har i  ka lender sejak peringatan pertama; 

(5) Bi lamana sampai batas waktu yang te lah ditentukan dalam surat peringatan 
pembongkaran yang ketiga (terakhir) pihak penyewa tetap tidak melaksanakan 

ketentuan pada ayat (4), maka akan dibongkar oleh pihak Pemerintah Daerah 

dengan ketentuan biaya pembongkaran d ibebankan kepada p ihak penyewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini. 

Pasal 19 

Pihak penyvewa wajib memenuhi semua persyaratan dan melunasi biaya yang timbul 

akibat pemaka ian tanah dan/atau bengunan .  

BAB VIi 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Bupati ini mula i  berlaku, maka segala ketentuan yang 
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku .  

Pasal 21 

Peraturan Bupati ini mula i  berlaku pada tanggal diundangkan .  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya da lam Ser ita Daerah Kabupaten S imalungun.  

Ditetapkan di Pamatang Raya 

pada tanggal Oktober 2012 

BUPATI SIMALUNGUN, 

Dto 

J .R. SARAGIH 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 2012 NOMOR 1 G L ;  
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